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“Kami ndho Allah SWT sebagai Tuhanku,
sebagal Nabi dan Rasul, Ya Allah, tamba

slam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad
kanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku

kefa

haman”
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Pertemuan 12

—

Dr.Drs.Suyatno,MM
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PENGERTIAN HUKUM ASURANSI

Asuransi berasal dari kata assurantie dalam bahasa Belanda,

atau assurance dalam bahasa perancis,

atau assurance/insurance dalam bahasa Inggris. Assurance berarti
menanggung sesuatu vang pasti terjadi, sedang Insurance berarti
menanggung sesuatu vang mungkin atau tidak mungkin
terjadi.Menurut sebagian ahli asuransi berasal dari bahasa Yunanai,
valtu assecurarey ang berarti menvakinkan orang.
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NMenurut Ketentuan Pasal 246 KUHD, Asuransi atau Pertanggungan adalah
Perjanjian dengan mana penanggung mengikatlkan diri kepada tertanggung dengan
menerima premi untulk memberilkan penggantian kepadanyva lkarena kerugian,
kerusalkan atau kehilangan keuntungan vang diharapkan vang mungkin dideritanva
alkibat dari suatu evenemen(peristiwa tidalk pasti).

NMenurut Ketentuan Undang—undang No.2 tahun 1992 tertanggal 11 Pebruari 1992
tentang Usaha Perasuransian (“UULU Asuransi™), Asuransi atau pertanggungan adalah
rerjanjian antara dua pihalk atau lebih dengan mana pihak penangsung mengikatlkan
diri kepada tertanggsung dengan menerima premil asuransi untulk memberikan
penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusalkan atau kehilangan
keuntungan vang diharapkan, atau tanggung jawab hulkum kepada pihak ketiga vang
munglkin alkkan diderita tertanggung vang timbul dari suatu peristiwa vang tidals pasti,
atau untulk memberilkan suatu pembavaran vang didasarlkan atas meninggal atau
hidupnva seseorang vang dipertanggunglkan.

Berdasarkan definisi tersebut di atas maka asuransi merupalkan suatu bentulk
rerjanjian dimana harus dipenuhi syvarat sebagaimana dalam Pasal 1320 KUH
Perdata, namun dengan karakteristilk bahwa asuransi adalah persetujuan van
bersifat untung-untungan sebagaimana dinvatalkan dalam Pasal 1774 KTUUH Perdata.




LA

unusa

Universitas “Aisyiyah
Yogyakarta

PENGERTIAN MENURUT PARA AHILI

* Prof. Mehr dan Cammack

“Asuransl merupakan suatu alat untulk mengurangil resiko keuangan., dengan cara pengumpulan unit-unit
dalam jumlah yvang memadal. untulk membuat agar keruglan individu dapat diperkirakan. Kemudian kerugian
vang dapat diramalkan itu dipikul merata cleh mereka vang tergabung™.

« C.Arthur William Jr dan Richard M. Heins

mendefinisikan asuransi berdasarkan dua sudut pandang. valtu :

“Asuransi adalah suatu pengaman terhadap kerugian finansial vang dilakukan oleh seorang penanggung™.
"Asuransi adalah suatu persetujuan dengan dua atau lebih orang atau badan mengumpulkan dana untul
menanggulangl kerugian finansial™

* Khoiril Anwar

Asuransl adalah zalah satu cara bagl pelaku bizsnis untuk mengurangl reziko terhadap keruglian vang munglkin
terjadi dalam sebuah transaksi bisnis. Asurandil akan membantu untuk mengganti biayva kerugian vang diderita
sehingga keruglian yvang diderita oleh pelaku bisnis bisa diperkecil
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HATL PENTING DALAM ASURANSI

Merupakan suatu perjanjian vang harus memenuhi Pasal 1320 KUH
Perdata;

Perjanjian tersebut bersifat adhesif artinya 1si perjanjian tersebut sudah
ditentukan oleh Perusahaan Asuransi (kontrak standar). Namun
demikian. hal 1n1 tidak sejalan dengan ketentuan dalam Undang-undang
No.8 tahun 1999 tertanggal 20 April 1999 tentang Perlindungan
Konsumen;

Terdapat 2 (dua) pihak di dalamnya vaitu Penanggung dan
Tertanggung. namun dapat juga diperjanjikan bahwa Tertanggung
berbeda pihak dengan vang akan menerima tanggungan:

Adanya premi sebagail yang merupakan bukti bahwa Tertanggung setuju
untuk diadakan perjanjian asuransi;

Adanyva perjanjian asuransi mengakibatkan kedua belah pihak terikat
untuk melaksanakan kewajibannya
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UNSUR-UNSUR PADA ASURANSI :

o Subvek hukum (penanggung dan tertanggung):

o Persetujuan bebas antara penanggung dan tertanggung;

o Benda asuransi dan kepentingan tertanggung:

o Tujuan vang ingin dicapai:

o Resiko dan premai;

o FEvenemen(peristiwa vang tidalk pasti) dan ganti kerugian:

o Svarat-syvarat vang berlaku:

o Polis asuransi.
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TIGA HAL DALAM ASURANSI

1. Penanggung: pihak vang berjanji membayvar jika peristiwa pada
unsur ke tiga terlaksana.

[+

Tertanggung: pihak vang berjanji membavar uang kepada pihak
penanggung.

3. Suatu peristiwa belum tentu akan terjadi (evenement)
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MACAM — MACAM ASURANSIT :

Asuransi Bisnis

Asuransi bisnis ialah asuransi yang di mana pihak pemberi asuransi
terpisah dengan pihak penerima asuransi.

Pihak asuransi nlengacF kan perjanjian dengan para pihak penerima
asuransi sebagal pengganti dari cicilan teta

Yaitu dengan cara mengadalkan perjanjian (]:i)engan sebagian orang vang
sering berhadapan dengan hal-hal yang berbahaya.

Dengan perjanjian pihak asuransi akan memberikan kepada mereka
sejumlah unang tunai sebagai kompensasi bagi tiap anggota yang
tertimpa bahaya vang telah di masukkan dalam daftar vang telah di
asuransikan.

Antara pihalk pemberi dan penerima asuransi dalam hal ini, ada dalam
satu pihak.
Jika ada jumlah lebih dari jumlah premi yang telah di bayarkan kepada

pihak asuransi, maka pihak asuransi jadi pemilikinya, pihak asuransi
menanggung sendiri.
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Asuransi Kolektif

Asuransi kolektif ini biasa di sebut juga sebagai asuransi timbal balik ataupun
asuransi kooperatif. Yakni sejenis asuransi di mana pihak pemberi asuransi
dengan pihak penerima jasa asuransi ada dalam satu pihak sebagai pengelola
asuransi.

Adapun caranva ialah dengan mengadakan perjanjian bersama sejumlah
orang vang terbiasa menghadapi hal-hal berbahava dengan berkomitmen
alkan memberikan kepada merelka sejumlah uang tunai sebagai bentuk
kompensasi bagl setiap anggota vang tertimpa bahava vang telah di
masukkan ke dalam daftar tanggungan asuransi. Pihalt pemberi dan pihak
Penerima jasa asuransi dalam hal ini ada dalam satu pihalk.

Jika jumlah premi vang di bavarkan kepada pihalk asuransi lebih banyvalk dari
Jumlah yang harus di setorkan, maka kelebihan itu akan di berikan kepada
pPara penerima jasa asuransi vang lain.

Dan jika kurang, mereka semua akan di minta untulk menutupinva. Merelta
tidalk berupayva untulk memperoleh keuntungan melalul usaha asuransi ini.
bahkan untuk meringankan kerugian vang kadang di alami mereka. kerja
sama itu akan diputar dengan perantaraan para anggotanva.
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o Asuransi Sosial
Terkadang asuransi bisa juga bersifat sosial. Yaitu vang biasa
dilakulkan oleh pihalk pemerintah dengan tujuan untuk
memberikan asuransi bagi masa depan rakyvatnyva. Yaitu dengan
cara memotong sebagian gajli para pegawail dan pekerja. Dan di
akhir masa pengabdian mereka. mereka akan di beri pensiun
tetap bulanan.
Jika 1a mengalami kecelakaan karena pekerjaan. ia juga di beri
biava pengobatan di samping kompensasi vang lavalk.
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JENIS-JENIS ASURANSI

1. Asuransi kebakaran

Asuransi kebakaran ialah asuransi vang mempertanggungkan
kerugian akibat kebalkaran vang terjadi di daratan.Kalau suatu
bangunan telah diasuransikan terhadap bencana kebakaran, malka
dicantumkan dalam perjanjian.

2. Asuransi penganglkutan

Asuransi pengangkutan adalah asuransi vang mempertanggungkan
kemungkinan resiko terhadap pengangkutan barang.

Asuransi penganglkutan dapat dibagi men_]adl

a. Asuransi pengangkutan darat - sungai

b. Asuransi pengangkutan laut

c. Asuransi pengangkutan udara.
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3. Asuransi jiwa

Persetujuan antara kedua pihalk, vang di dalamnyva tercantum pihalk mana vang
berjanji akan membavar premi dan pihalk lain vang berjanji akan membavar
sejumlah uwang vang telah ditentukan jika seseorang tertanggung meninggal atau
selambat-lambatnyva pada waktu vang ditentukan. Asuransi jiwa adalah perjanjian
antara perusahaan asuransi dengan konsumen yvang menvatalkan bahwa
perusahaan asuransi akan memberikan santunan sejumlah dana apabila
konsumen meninggal dunia, atau ditanggung sampal masa tertentu. Dengan
adanva asuransi jiwa ini, maka keluarga vang ditinggallkan merasa aman dari segl
keuangan, walaupun ini tidak diharap-harap.

Asuransi jiwa terdiri atas dua macam wvaitu:

a. Asuransi modal, pada asuransi ini telah tercantum dalam pohs bahwa bila
telah tiba saatnva {menlnggal.-’habls masa asuransi) maka ganti rugl akan dibayvar
sekaligus.

b. Asuransi naflkah hidup. di sini ganti rugi dibavarkan secara berkala selama
vang dipertanggungkan masih hidup.




LA

unusa

Universitas “Aisyiyah
Yogyakarta

4. Asuransi kredit
Mempertangoungkan kemungkinan resiko pemberian kredit kepada orang lain. Dalam hal ini asuransi hanva menggoanti

kerugian setingoi-tingoinva 75%0 dari keragian I negara kita pernah ada LIEKK (Lembaga Jaminan Kredit Koperasi) yvang
memberi jaminan kepada Bank, terhadap pinjaman koperasi.

5. Asuransi kecurian
Yang termasuk dalam asuransi kecurian ini harus disebutkan satu persatu barang vang diasuransikan itu. Apabila terjadi resiko,

maka barang-barang tersebut akan diganti.

G, Asuransi perusahaan

Pertanggungan kerugian ini menyvangkut perusahaan vang dirugikan oleh suatu sebab vang dapat menghentikan/menghambat
kegiatan perusahaan Ganti kerugiannyva biasanyva didasarkan kepada keuntungan kotor vang terlepas karena terhentinva kegiatan
perusahaan tersebut.
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7. Asuransi mobil
Resiko vang dipertanggungkan dalam asuransi kendaraan bermotor ini antara lain: Kerugian atau

kerusakan kendaraan yvang disebabkan oleh tabrakan. benturan. terbalik. tergelincir dijalan. oleh
sebab apapun juga. karena perbuatan jahat orang lain. pencurian. kebakaran. sambaran petir. juga
termasuk kerugian karena adanva uru hara. dan total lost dari kendaraan.

8. Asuransi terhadap tanggung jawab karena hokum
Asuransi vang dilakukan untuk menjaga kalau-kalau kita berbuat kesalahan yvang dapat merugikan

seseorang atau harta benda seseorang.

9. Asuransi tenaga kerja ( Astek)

Asuransi tenaga kerja vaitu usaha asuransi yvang dibentuk oleh pemerintah untuk menanggung
resiko yvang menimpa tenaga kerja diperusahaan/pabrik.Dengan jasa asuransi ini para pengusaha
dan masvarakat umumnyva dapat mengurangi/meringankan malapetaka.Selain itu dengan asuransi
diharapkan perlindungan ekonomi. finansial dengan menvediakan fasilitas vang dapat membantu

kepentingan orang banvak
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6 PRINSIP DASAR ASURANSI :

“Insurable interestHak untuk mengasuransikan. yang timbul dari suatu hubungan
keuangan. antara tertanggung dengan vang diasuransikan dan diakuil secara hukum.

*Utmost good faith Suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap.
semua fakta yvang material (material fact) mengenail sesuatu yvang akan diasuransikan
baik diminta maupun tidak. Artinya adalah : s1 penanggung harus dengan juur
menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang Iuasnya syarat/kondisi dari
asuransi dan =1 tertanggung juga harus memberikan keterangan vang jelas dan benar
atas obyvek atau kepentingan vang dipertanggunglkan.

“Proximate causeSuatu penyebab aktif. efisien yvang menimbulkan rantalan kejadian
vang menimbullkan suatu akibat tanpa ﬁ_dan}'a intervensi suatu vang mulai dan secara
aktif dari sumber yvang baru dan independen.

“Indemnity Suatu mekanisme dimana penanggung menyediakan kompensasi finansial
dalam upayvanyva menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yvang ia miliki
sesaat sebelum terjadinya kerugian (KUHD pasal 252, 253 dan dipertegas dalam pasal

27T8).

*Subrogation Pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung setelah
kKlaim dibayvar.

*Contribution Hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnva vang sama-saina

menanggung. tetapl tidak harus sama kewajibannva terhadap tertanggung untuk ikuat
memberilkan indemmnity.
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PoL1is ASURANSI

Polis asuransi adalah bukti tertulis atau surat perjanjian antara
pihak-pihak yvang mengadalkan perjanjian asuransi. Dengan adanya
polis asuransi perjanjian antara kedua belah pihak mendapatkan
kekuatan secara hukum.
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MENURUT KETENTUAN PASAIL 2566 KUHD, sETIAP \

POLIS KECUALI MENGENAT ASURANSI JIWA HARUS
MEMUAT SYARAT-SYARAT KHUSUS BERIKUT INI:

a. Hari dan tanggal pembuatan perjanjian asuransi

b. Nama tertanggung. untuk diri sendiri atau pihalk ketiga

C. Uralan vang jelas mengenai benda vang diasuransikan

d. Jumlah vang diasuransikan (nilai pertanggcungan)

e. Bahava-bahava/ evenemen vang ditanggung oleh penanggung
f. Saat bahava mulai berjalan dan beralkhir vang menjadi
tanggungan penanggung

o. Premi asuransi

h. Umumnva semua keadaan vang perlu diketahui oleh

penangecung dan segala janji-janji khusus yvang diadakan antara
para pihalk. -
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BERLAKUNYA ASURANSI

Hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung timbul pada saat
ditutupnyva asuransi walaupun polis belum diterbitkan. Penutupan
asuransi dalam prakteknyva dibuktikan dengan disetujuinva aplikasi
atau ditandatanganinva kontralk sementara (cover note dan
dibavarnva premi. Selanjutnva sesuail ketentuan perundangan-

undangan vang berlaku. penanggung atau perusahaan asuransi
wajilb menerbitkan polis asuransi (Pasal 255 KUHD).
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BATALNYA ASURANSI

Suatu pertanggungan atau asuransi karena pada hakekatnva
adalah merupalkan suatu perjanjian maka 1a dapat pula diancam
dengan resiko batal atau dapat dibatallkan apabila tidak memenuhi

svarat svahnva perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal
1320 KUH Perdata.
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Selain itu KUHD mengatur tentang ancaman batal apabila dalam perjanjian
asuransi:

Memuat keterangan vang keliru atau tidak benar atau bila tertanggung tidak
memberitahukan hal-hal vang diketahuinva sehingga apabila hal itu
disampaikan kepada penanggung akan berakibat tidak ditutupnva perjanjian
asuransi tersebut (Pasal 251 KUHD);

Memuat suatu kerugian vang sudah ada sebelum perjanjian asuransi
ditandatangani (Pasal 269 KUHD):

memuat ketentuan bahwa tertanggung dengan pemberitahuan
melalui pengadilan membebaskan si penanggung dari segala kewajibannva vang

akan datang (Pasal 272 KUHD);

Terdapat suatu akalan cerdik, penipuan, atau kecurangan si tertanggung (Pasal

282 KUHD);

Apabila obyvek pertanggungan menurut peraturan perundang-undangan tidak
boleh diperdagangkan dan atas sebuah kapal baik kapal Indonesia atau kapal
asing vang dicunakan untuk mengangkut obvek pertanggungan menurut
peraturan perundang-undangan tidak boleh diperdagangkan (Pasal 599 KUHD).

—
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SANKSI

o Terhadap pelanggaran ketentuan yvang dilakukan Penanggung dan
Tetanggung dapat dikenakan sanksi berupa:

o Sanksi Administratif, (berlaku hanya untuk perusahaan
perasuransian, bukan pada tertanggung); dan

o Sanksi Pidana.
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1. SANKSI ADMINISTRATIF

Setiap Perusahaan Perasuransian yang tidak memenuhi ketentuan dalam
Peraturan Pemerintah No.73 tahun 1992 tertanggal 30 Oktober 1992 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (“PP No.73/1992”") serta peraturan
pelaksanaannya yvang berkenaan dengan:

< Perizinan usaha;

< Kesehatan keuangan;

<« Penyelenggaraan usaha;
<« Penyampaian laporan;

<« Pengumuman neraca dan perhitungan laba rugi atau tentang pemeriksaan

langsung; .

—
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Pengumuman neraca dan perhitungan laba rugi atau tentang pemeriksaan
langsung:

dikenakan sanksi peringatan, sanksi pembatasan kegiatan usaha dan sanksi
pencabutan i1zin usaha (Pasal 37 PP No.73/1992).

Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 37, maka terhadap:

Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yvang tidak menyvampaikan
laporan keuangan tahunan dan laporan operasional tahunan dan atau tidak
mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi, sesuai dengan jangka waktu
vang ditetapkan, dikenakan denda administratif Rp. 1.000.000.000 (satu juta
Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan;

Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi yvang tidak

menyampaikan laporan operasional tahunan sesuai dengan jangka waktu vang

ditetapkan dikenakan denda admunistratif Rp. 500.000 (lima ratus ribu Rupiah)

untuk setiap hari keterlambatan ( Pasal 38 PP No.73/1992). .

—
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2. SANKSI PIDANA

Sanksl pidana dikenakan pada kejahatan perasuransian vang diatur dalam Pasal 21 UL Asuransi. berikut
inai:

a. Terhadap pelaku utama
Orang vang menjalankan atu menyuruh menjalankan usaha perasuransian tanpa izin usaha. menggelapkan
premi asurans=1, menggelapkan dengan cara mengalihkan. menjaminkan. dan atau mengagsunkan tanpa ha
kekavaan Perusahaan Asuransi Keruglian atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau perusahaan Reasuransi,
diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima bela=) tahun dan denda paling banvak Rp.
2.500.000.000 (dua milyvar lima ratus juta Rupiah).

b. Terhadap pelaku pembantu
Orang vang menerima, menadah, membeli, atau mengagunkan atau menjal kembali kekavaan perusahaan
ha=1l penggelapan dengan cara tersebut vang diketahuinva atau patut diketahuinva bahwa barang—barang
terzebut adalah kekavaan Perusahaan Asuransi Keruglian atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau Peruzahaan
Reasuran=1. dianjam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banvak Rp.
500000000 (Iima ratus juta Rupiah).

c. Terhadap pemalsu dokumen

Orang vang secara sendiri—sendirl atau bersama—sama melakukan pemalsuan ataz dokumen Perusahaan
Asuransil Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Reasuransi. diancam dengan pidaans
penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banvak Rp. 250.000.000 (dua ratu= Iima puluh juta Rupiah).

—
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FUNGSI ASURANSI

Fungsi Utama (Primer)

a) Pengalihan Resiko

Sebagal sarana atau mekanisme pengalihan kemungkinan resiko / kerugian (chance of loss) dari tertanggung
sebagail "Original Risk Bearer” kepada =atu atau beberapa penangsgung (a risk transfer mechanism). Sehingga
ketidakpastian (uncertainty) yvang berupa kemungkinan terjadinyva kerugian sebagai akibat suatu peristiwa
tidak terduga. akan berubah menjadi proteksi asuransi yang pasti (certainty) merubah kerugian menjadi
gantl rugl atau santunan klaim dengan svarat pembayvaran premi.

b)) Penghimpun Dana

Sebagal penghimpun dana darli masyvarakat (pemegang polis) yang akan dibayvarkan kepada mereka yvang
mengalami musibah, dana vang dlhlmpun tersebut berupa premi atau biava ber- asuransi vang dibavar oleh
tertangsung kepada penanggung. dikelola sedemikian rupa sehingga dana tersebut berkemang. vang kelak
akan akan dipergunakan untuk membavar kerugian vang mungkin akan diderita salah seorang tertanggung.

c) Premi Seimbang
Untuk mengatur sedemikian rupa sehingga pembayaran premi yang dilakukan oleh masing — masing
tertanggung adalah seimbang dan wajar dibandingkan dengan resiko yvang dialihkannya kepada penanggung

(equitable premium). Dan besar kecilnva premi vang harus dibavarkan tertanggung dihitung berdasar
suatu tarip premi (rate of premium) dikalikan dengan Nilail Pertanggungan

—
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Fungsi Tambahan (Sekunder)
a) Export Terselubung (invisible export)

Sebagal penjualan terselubung komoditas atau barang-barang tak nvata
(intangible product) keluar negeri

b) Perangsang pertumbuhan ekonomi (stimulus ekonomi)

Adalah untuk merangsang pertumbuhan usaha, mencegah kerugian,
pengendalian kerugian, memiliki manfaat social dan sebagai tabungan

c) Sarana tabungan investasi dana dan invisible earnings

d) Sarana pencegah & pengendalian kerugian
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TUJUAN ASURANSI

Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yvang diderita
satu pihak.
Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan

pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yvang
memalkan banyak tenaga, waktu dan biava

Pemerataan biava. vaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya vang
jumlahnva tertentu dan tidak perlu mengganti/membayvar sendiri kerugian
vang timbul yang jumlahnva tidak tentu dan tidak pasti

Dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan
jaminan perlindungan atas agunan vang diberikan oleh peminjam uang.

Sebagai tabungan, karena jumlah vang dibavar kepada pihak asuransi akan
dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus berlaku untuk

asuransi jiwa.

—
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Definisi Pajak

e UU RI no 28 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh
orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar
besarnya kemakmuran rakyat.

Fungsi Pajak (Mardiasmo, 2006)

1. Fungsi Budgetair, artinya pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai
pengeluaran engeluarannya, seperti: membangun fasilitas umum, sarana dan prasarana
(infrastruktur) umum, membayar gaji apparat sipil negara, bantuan sosial, dan sebagaianya.

2. Fungsi Mengatur (regulerend).artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau
melaksanakan kebijkan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.




UI\]Fcl Pengelompokan Pajak (Mardiasmo, 2006)
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* Menurut Golongannya:

1. Pajak Langsung, adalah Pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak
dapat dilimpahkan kepada orang lain , missal pajak penghasilan

2. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan kepada orang
lain, misalnya : Pajak Pertambahan Nilai (PPn)

e Menurut Sifatnya

1. Pajak Subjektif, adalah Pajak yang berawal pada subjeknya, dalam arti
memperhatikan/mempertimbangkn keadaan dari Wjib pajak, missal pajak penghasilan.

2. Pajak Objektif, adalah Pajak yang berawal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan
dari wajib pajak, misalnya pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang
mewah.

. Menurut Lembaga Pemungutnya

1. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk
membiayai operasional kebutuhan negara

2. Pajak Daerah, Adalah Pajak yang dipungut oleh masing masing pemerintah daerah
dandigunakan untik membiayai operasional belanja daerah.

—
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1. Pajak penghasilan

Setiap orang atau badan vang melakukan bisnis, tentunva mengharapkan
keuntungan. Tetapi keuntungan vyvang akan dan telah dipercoleh, tidaklah dapat
dinikmati seluruhnya. oleh karena baik penghasilan maupun keuntungan setiap
orang atau badan pasti akan terkena pajak. vaitu pajak penghasilan seperti vang
diatur dalam UTU No. 7 Tahun 1983 setelah terakhir diubah dengan UU No. 10
Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan dengan mengingat pada sistem self
asessment (menghitung. memperhitungkan. menyetor. dan melaporkan sendiri
pajak wvang terutang) sebagaimana dianut oleh TUU Perpajakan Indonesia
selanjutnya pada Tahun 2000 dilakukan perubahan lagi dengan Undang-Undang
Nomor 17 yvang mulai berlaku pada 1 Januari 2001. Pada garis besarnya materi
vang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 masih berlaku, oleh

karenanya materi secara garis besar dalam buku ini masih relevan.

—
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Pengertian penghasilan wvang dianut TUUndang-TTndang Pajak Penghasilan
adalah pengertian ekonomis. wakni setiap tambahan kemampuan ekormnormmi warngs
diterirzma atau diperoleh oleh seseorang atau suatu badan., Dengan demikian
Ppengertian penghasilan dipandang dari segi mengalirmya tambabhan kemampuan
ekonomi kepada wajib pajak. dapat diklasifikan menjadi 4 (empat) macar., »aitu:

A Penghasilan dari pekerjaan, baik dalam hubungan kernja maupun atas pekerjaan
bebas. Penghasilan dari hubungan kermja demikian misalnyva penghasilan sy ang
diterirzma subjek pajak karena bekerja pada pemberi kerja. seperti karya wan
suatu perusahaan, guru suatu sekolah. dan lain-lain. Sedangkan penghasilan atas
pekerjaan bebas wraitia penghasilan wang diterirma subjek pajak karena
menjalankan wusaha »ang bebas »yang tidak berkaitan pada pemberi pekerja
tertentu tetapi pekerjaan karena profesinyva. seperti pekerjaan bebas seorangs
akuntan publik. pekerjaan seorang dokter., pekerjaan seorang pengacara. dan
lain-lain.

. Penghasilan dari kegiatan wusaha. wakni kegiatan melalui sarana perusahaan.
Penghasilan ini dapat berupa laba atau sisa hasil unsaha. Penghasilan dari usaha
bisa karena usaha perseorangan. perseroan. koperasi. dan lain-lain.

fa Penghasilan dari modalyvaitu penghasilan dari harta gerak. harta tidak bergeralk.
dan harta W AT dikerjakan servcliri. Penghasilan cdimmaksud adalal
prenghasilanyvang diperoleh karena seseorang atau badan hukum menanambkan
modalnyva sehingega diperoleh suatu penghasilan. penghasilan ini bisa berupa
bunga dari deposito dan tabungan atau surat berharga lain. penghasilan berupa

prembagian laba suatu perusahaan baik berupa dividen mauvupun bentuk lainnya.

—



d. Penghasilan lamn-lain, penghasilan yang dimaksud di sin1 sangat luas batasnya.

Penghasilan lain-lain 1n1 misalnya bisa berupa hadiah undian (menang lotre),

penghasilan karena pembebasan utang, dan penghasilan lainnya.
Menurut undang-undang di atas, penghasilan bagi wajib pajak dalam neger:
yang akan dikenakan pajak adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh baik

dar1 dalam negeri maupun dari luar neger1. Sedangkan bagi wajib pajak luar negers,

penghasilan yang akan dikenakan pajak adalah penghasilan yang diterima atau

diperoleh dar1 Indonesia, seperti dimaksud dalam Pasal 26 UU No. 7 Tahun 1983.

—
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Sekalipun penghasilan wang akan dikenakan adalah setiap tambahan
kemampuan ekonomis., tetapi tetap ada hal-hal wang sebenarnya merupalkan
tambahan kemampuan ekonomis wang tidalk diperlalkulkan sebagai objek pajak.
MMenurut Pasal 4 Aswat (3) UL WNo. 10 Tahun 1994, pengecualian sebagai objek
prajak adalah sebagai berikut.
=1 Bantuan atau sumbangan. harta hibahan yang diterima keluarga sedarah dalamn

garis keturunan luras satu derajad dan olelhh badan keagamaan atau badan
prendidilkan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasulk koperasi,
sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha., pekerjaan. pemilikan., atau
prenguasaan antara pihak-pihak vang bersangkutar.

. WVWarisan.

fa Harta termasuk setoran tunai wyang diterima oleh badan sebagaili pengganti
saham atau sebagail pengganti penyvetoran modal.

d. Pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa wvang diterimma
atau diperoleh dalam bentuk natura danJatauvu kenilkmatan dari wajib pajalk atau
pemerintal.

=, Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan
asuransi kesehatan. asuransi kecelakaan., asuransi jivwa. asuransi dwi guna. dan
asuransi bea siswwa.

n IDiwiden atau bagian laba syang diterima atau diperoleh perseroan terbatas
sebagail wwajib pajak dalarn negeri. koperasi. vvayasan atau organisasi sejernis,
badan usaha Mmilik nmnegara ataun daerah. dari penvertaan modal pada badamn usalha
wang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.

—
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Turan wvang diterima atau diperoleh dana pensiun vang pendirniannya telah
disahkan Menteri Keuangan, baik wvang dibavar oleh pemberi kerja maupun
pegawail, dan penghasilan dana pengsiun tersebut dari modal yvang ditanamkan
dalam bidang-bidang tertentu vang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Bagian laba vang diterima atau diperoleh anggota dar perseroan komanditer,
vang modalnva tidak terbagi atas saham-saham. persekutuan., perkumpulan,
firma. dan kongsi.

Bunga obligasi vang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana.
Penghasilan wvang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa
bagian laba dari badan pasangan usaha vang didirikan dan menjalankan usaha

atau kegiatan di Indonesia dengan syarat pasangan usaha tersebut.

Merupakan perusahaan kecil. menengah, atau wyvang menjalankan dalam
sektor-sektor usaha yvang ditetapkan oleh Menter:i Keuangan: dan

-  Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

—
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2. Pajak pertambahan nilai
Jenis pajak kedua yang sering menjadi masalah dalam dunia bisnis adalah
masalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), seperti yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 1984 dan terakhir
diubah dengan UU No. 18 Tahun 2000.
Beberapa pengertian yang perlu diketahui untuk memahami masalah PPN,
dapat disebutkan antara lain:
a. Daerah Pabean: adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah
darat, perawran, dan ruang udara di atasnya serta tempat tertentu di zona
ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

—
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b. Barang: adalah barang bervmujud svang menurut sifat ataun hukumnsya dapat
berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud.
C. Barang Kena Pajak (BFKP): adalah barang sebagaimana dimaksud dalam angka
Z vang dikenakan pajak berdasarkanmn undang-undang PPIN.
d. TvYang termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak adalah:
1) Penwverahan hak atas BEKP karena suatu perjarjianr:
2y Pengalihan BKP karena suatu perjanjian sewvwa beli dan perjanjian leasing:
30 Penwverahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang:
47 Pemakaian sendiri danvatau pemberian cuma-curma atas BE. P
5% Persediaan BKP dan aktiva wang menurut tuuan semutla tidak wuantuak
diperjualbelikan. »ang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan,
sepanjang PPN atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat
dikreditlkan:
5 Penyverahan BEP dari pusat ke cabang atau sebalilkknyva dan penyverahan BEP
antarcabang:
7T Penyverahan BEKP secara konsinyvasi.
a) Penwverahan BERKP kepada makelar sebagaimana dimalksud dalam Kitab
Undang-TUndang Hulkiun Dagang:
b)) Penverahan BEKP untuk jaminan utang piutang:
<) Penverahan BEKFP sebagaimana dimaksud angka 6 diatas dalam hal
pengusaha kena pajak memperoleh izin pemusatan tempat pajak

teratangs:

—
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Jasa: adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau
perbuatan hukum vyang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau
kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai. termasuk jasa vang dilakukan
untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan
atas petunjuk dar1 pemesan.

Jasa Kena Pajak (JKP) : adalah jasa sebagaimana dimaksud pada hurut e yang
dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.

Penyerahan Jasa Kena Pajak : adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena

Pajak (JKP) sebagaimana dimaksud pada hurut {.

—
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Paermanfaatan Jasa Kena Pajalk dari luar daerah pabean: adalah setiap kegiatan
pemantaatan Jasa FKena Pajak dari luar daerah pabean di dalarmm daerah pabean.
Irmpor: adalah setiap kegiatan mermasuklkan barang dasri luar dasesrah pabean ke
dalarm daerah pabearu.

Ekspor: adalah setiap kegiatanmn mengceluarkan barang dari dalam dacesrah pabean
ke luar daserah pabean.

Perdagangcanmn 1 adalah kegiatarmn usalha mermbeli dan nmengjual., termmasulk kegiatan
tukar rmenultar baramgs., tanpa menzgubah bentulk dan sifatmya.

Pengusalha: adalalh oramng atawu badan dalazrnn @ bentualk apapuirn warngs Jdalarr
lingkunszan perusahaan ataun pekernjaannya menghasillkan barangs. mernirnypor
baramg. mengelkspor baramng, melakulkan wusaha perdagangan. mermantfaatlkan
baramng tidak berwujud dari luar daerah pabean. melakukan usaha jasa. atauw
mermanftfaatlcan jasa dari luar daerah pabeazn.

Pengusaha KKena Pajak (PEKEP): dalah pengusaha sebagaimana dimmaksud pada
huruat k vang rmelakulkan penyerahan BERP danvatan JEP yvang dikenalcan pajalc
berdasarkan TUndang-TTndang PPIN. tidak ternmmasuk pengusaha kecil mang
batasannywa ditetaplkan olelh MhMenteri Keuangan, kecuali pengusalha kKecil mangs
mmerrilily vuntulk dilcnlcuhlkan rmenjadi PEIP.

Menghasillkarn: adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentulk ataw
sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang barua atau mempurniyai
daswa suna baru., ataun kegiatan mengubah surmber dasa alaimm termmasulk rmernns uarualy
orang pribadi atau badan laimn melakukan kegiatan terselbut.

IDasar Pengenaan Pajalk (IDPP): adalah jumlah harga jual ataun penggoantiarnn ataw
milai impor atan nilai ekspor atawu nmilai lain yang ditetaplcan dengan keputusan
Mienteri Keuangarn wangs dipakail sebagai dasar untuk menghitung pajak sangs

teruntaries .

—
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- Hargea Jual: adalalh milai:r beruapa vangs., terrmasuulk sermuua biasva sangs dirmmdnmta at:
seharusniyva dirmmanta oleh pernggual karena penyverahan BEREP. tidak terrmasulk Pagj:
Pertarmmbaharn INilail vyvanges dipuwvungeut rmenuruat TITT PPN o dan potongsan harga s ax
dicamnturmcan dalarmnm falktuor pajake.

] - Penggcantian: adalalh mnilail bermapaa wvangz termasuk sermuaa biava vywang dismainta
atawr seharasnyva diminta oleh pemberi jasa karena penverahan JTKP. tidalk
termasuk pajak wvangs dipungat rmenuurat T PPN dan potongan harga wvang
dicantumkan dalam faktur pajalk.

. ™Milai Imypor: adalah nilai berapa vang yvang menjadil dasar perhitungcan bea
masuk ditambah pungutan lainnya wvang dikenakan berdasarkan ketentuan
dalarm peraturan perundanc-undangan kepabeanan untuk ITmpor BRP. tidalk
termasulk Pajak Pertambahan ™Milai yvangs dipunguot mernurut TITT PPN,

= Pembeli: adalah oramng pribadi atan badan atan instansi pemerintah @ wang
menerima atau seharusnva menerirma penverahan BEREKP damn vang membaswar
atau seharusnyva membayvar harga BPE tersebut.

t. Penerima Jasa: adalah orang pribadi atau badan atau instansi pemerintah yang
menerima atau seharmsnyva menerima penyverahan JKP dan vang membayar atau
seharasnyva membavar penggantian atas JKP tersebut.

u. Faktur Pajak: adalah bukti pemungutan pajak vang dibuat oleh Pengusaha Kena
Pajak (PKP) vang melakukan penverahan BKP atau JKP atau bukti pungutan
rajak karena impor BKP yvang digunakan oleh Ditjen Bea dan Cukai.

—
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v. Pajak Masukan (PM): adalah Pajak Pertambahan Nilai vang seharusnya sudah
dibayar oleh BKP karena perolehan BKP dan/atau penerimaan JKP dan/atau
pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan/atau
pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean dan/atau impor BKP.

w. Pajak Keluaran (PK): adalah Pajak Pertambahan Nilai vang dipungut oleh PKP
karena penyerahan BKP atau JKP.

x. Nila1 Ekspor: adalah nilai berupa uvang. termasuk semua biaya yvang diminta
atau vang seharusnya diminta oleh eksportir,

v. Pemungut PPN: adalah bendaharawan pemerintah, badan. atau instansi
pemerintah vang ditunjuk oleh Menter1 Keuangan untuk memungut. menyetor.
dan melaporkan pajak yvang terutang oleh PKP atas penyerahan BKP dan/atau
penyerahan JKP kepada bendaharawan pemerintah., badan, atau instansi

pemerintah tersebut.

—
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3. Pajak bumi dan bangunan

Pajak Bumia dan Bangunan (PBB) adalah salah satu jenis pajak wvang
dikenakan terhadap objek berupa bumai dandatauv bangunan., maka kalangan duoania
usaha atauw bisnis seringkali memantaun ketentuan-ketentuan vang mengatiuurnyva., agar
mereka juga dapat mengantisipasi dalam rangka kegiatan bisnis sehari-hari. TDunia
bisnis vang seringkali mengantisipasi masalah ini adalah bisnis di bidang propertsy
serta bisnis wvang berkaitan dengan masalah tanah danmn bangunan lainnsya.

TUntuk itu beberapa termonologi wvang diatuar dalam UL Nomor 12 Tahoan
1994 tentang PBB perlu dikemukakan, sebagai berikut.

a. Bumi: adalah permukaan bumi dan tubuh bumi wvang ada i bawahnyva.
Pengertian permulaan burmmi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta lawuat
wwrilasah Indonesia.

b. Bangunan : adlaah konstruksi teknik wyang ditanarm atau dilekatkan secara tetap
pPad tanah dan/atau perairan. Termasulk dalam pengertian bangunan adalah : jalan
lingkungan yvang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik,
damn emplasemennyva. dan lain-lain wyang merupakan satu kesatuan dengan
kompleks bangunan tersebut, jalan TOL., kolam renang. pagar mewah. tempat
olah raga;: galangan kapal. dermaga. taman mevwah. tempat penampungan/kilang
muinyalk, air dan gas. pipa minyvalk, fasilitas lain yvang memberikan manftfaat.

c. IMNilai jual objek pajak: adalah harga rata-rata vang diperoleh dari transaksi jual
beli yang terjadi secara wajar., dan bilaman tidak terdapat transaksi jual beli.
MWilai jual objek pajak ditentuakn melalui perbandingan harga dengan objek lain

vang sejenis. atau nilai perolehan baru., atau nilai jual objek pajak penggcanti.

—
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4. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah salah satu
jenis pajak vang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan vang
dapat berupa tanah (termasuk tanaman di atasnva), tanah dan bangunan. atau
bangunan, vang diatur dalam Undang-TUndang Womor 20 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000,
a. Pemindahan hak
b. Pemberian hak baru

Pemberian hak terjadi karena adanva: jual beli, tvwkar menukar, hibah, hibah
wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnva, pemisaharn
hak vang mengakibarkan peralihan, penunjukan pembeli dalam Ilelarng,
pelaksanaan putusan  hakim yvang mempunvai Fkekuatan - hukum @ tetap,
penggabungan usaha, peleburan wusaha pemekaran usaha dan hadiah. Sedangkan
pemberian hak baru terjadi karena: kelanjuran pelepasan hak, dan di [Tuar

pelepasan hak.

—
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5. Pajak atas bea materai
Satu lagi1 jenis pajak wvang tidak bias dilepaskan dari dunia bisnis adalah
Jjenis Pajak Bea Miaterai. Kita ketahwui bahwa dunia bisnis juga berarti terjadinyva

transaksi-transaksi para pengusaha. dimana dari transaksi tersebut pasti akan

mengsunakan dokumen vang berdasarkan UL WNo. 13 Tahun 1985 akan terkena bea
materai. Acituran bea meterail dikenakan terhadap suatu dokumen. Jika ada suaatua
clolkiummen disitu akan ada bea materi. Sebaliknsra bila tidak ada dokumen., tidak alkan
permah ada bea meterai. WVWo Docirmeritr WNo Teoax, demikian ungkapan vyvang sering
terjadi. Sebab bea meterai dikenakan atau suatul dokumen wvangs disebutkan dalam
T Bea MZWeterai.

Dokumen menurut TTLT Bea MhMeteraili adalah kertas wvang berisikan talisan
rang mengandung arti dan maksud tentang suatu perbuatan. keadaan atau
kenvataan bagi sesecorang danSatau pihak-pihak wang berkepentingan. IDengan
adanwva pembatasamn ini berarti vang dimaksud dengan dokumen tidak hansva akta
atau surat-surat resimi saja. melainkan juga surat-surat lainnya yvang disebut dalamn
T Bea Meterai. Dalam melakulkan suatu perbuatan, adanya suatu keadaan atau
kenyvataan (peristivwa) tidaklah diharuskan sescecorang membuat suatu dolumen
untuk itv. Mhdisalnva A menerima sejurmlabh uvang dari B atas hasil jual beli barang.
maka A dapat saja tidak memberikan kuintansi kepada B. Demikian pula atas
prerjianjian jual beli barang tersebut. mereka tidak harus membuat surat perjanjian

Jual beli.

—



Perbankan

Yogyakarta

UURI No 10 tahun 2018,

* Perbankan adalah segalasesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, , Kegiatan
Usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

e Bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyaakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka
meningkatkan taraf hidup Rakyat Banyak.




unisa Hukum Perbankan
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HUKUM
PERBANKAN
ﬁIUKUM PERBANKAN \
Kumpulan peraturan

hukum yang mengatur kegiatan
lembaga keuangan baik segala

aspek .
4

PENGATURAN DIBIDANG
PERBANKAN MENYANGKUT :

1. Dasar-dasar Perbankan

2. Kedudukan Hukum Pelaku Perbankan

3. Kaidah-kaidah perbankan yang secara khusus yang
memperhatikan umum

4. Kaidah-kaidah yang menyangkut stuktur Organisasi

5. Kaidah-kaidah yang mengarahkan kehidupan
perekonomian

6. Keterkaitan ketentuan dan kaidah-kaidah hukum

—
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DASAR-DASAR PERBANKAN

(Seperti norma-norama efesiensi :
Kefektifan, Kesehatan Bank,
Profesionalisme pelaku Bank, Maksud
dan tujuan lembaga perbankan,
hubungan dan kewajibannya

KETERKAITAN PERATURAN DAN
KAIDAH-KAIDAH HUKUM
(keterkaitan merupakan hubungan
logis)

KAIDAH-KAIDAH STUKTUR
ORGANISASI

(mendukung kebijakan ekonomi dan
moneter pemerintah seperti dewan
moneter, dan Bank central

(kaidah-kaidah mengenai
pengelolaanya seperti komisiaris ,
direksi, karyawan, pihak terafiliasi,

bentuk hukum pengelolanya,
kepemilikanya)

(Mencegah persaingan yang tidak
wajar antitrus , perlindungan
terhadap nasabah,



PR ANK @rkurn—]?erbarrk :
S ERBANKAN AT

yang merupakan
suatu sistem,
mengandung
pengertian —
pengertian dasar
berupa orientasi
pada tujuan,
berinteraksi dengan
sistem yang lebih
besar, Misalnya
dengan Hukum
Ekonomi atau
hukum secara
keseluruhamn e

Merupakan Sistem/
Syarat Sistem

$

Suatu kesatuan =
bcftifat komplek

Terdiri atas bagian-
Bagian berhubungan,
Dan bekerja secara aktif
Mencapai tujuan /%

k ‘

—
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SUMBER HUKUM
PERBANKAN INDONESIA

1. Undang-undang Dasar 1945 (Amandemen)

2. Undang-undang pokok di Bidang Perbankan dan undang-.
undang pendukung sektor ekonomi , UU No 7 Tahun 1992
Tentang perbangkan perubahanya UU No 10Tahun 1998
dan UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
beserta perubahannya, yaitu UU No 3 Tahun 2004 dan UU
No 24 tahun 2004 Tentang lembaga penjamin simpanan.

3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata , Kitab Undang-
undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-undang Hukum
Pidana

4. Perturan Pemerintah
S.Peraturan Presiden (Perpres)
6. Keputusan menteri keuangan
7 .Peraturan Bank Indonesia

—
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FAKTOR PEMBENTUKAN
HUKUM PERBANKAN DI
INDONESIA

- Pasal 1338 BW “Perjanjian dapat dianggap bagi para pihak,sebagai suatu undang-undang™

e Prof. Van Apeldoorn, “Menectfapkan bahwa perjanjian hak gadai meminta fanggungan
Gaminan) sebagai syarat™

* maka dalam perjanjian kredit menurut UU No. 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok
Perbankan pasal 24 ayat 4 “Bank wumwm ftidak boleh memberikan kredit kepada siapapwun

fanpa Jaminanrn.

 Pasal 28 ayat 1 UU No.14 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman “Nakim wajib
menggali, mengikwuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadiflan yang ada
ditmasyarakat”.

e Yurisprudensi sesuatu yang penting pula dalam rangka pembentukan perbankan.

_4

* Pendapat para ahli hukum yang ternama dijadikan sebagai sumber Hukum (Commu%
opomnio doctrurm = orang tidak boleh menyimpang dari pendapat umumpara ahli hukum)

* Perkembangan standar pertukaran Emas (gofd exchange sfandard) dimana nilai dasar (FPar
value) uang nasional semua negara anggota IMF dinyatakan dalam berat tertentu emas atau

dalam dolar Amerika Serikat
 Hasil pemikiran White sebgai salah satu bahwa doktrin merupakan faktor dalam

Pembentukan Hukum Perbankan.

—




Universitas "Aisyiyah
Yogyakarta

AZAS-AZAS HUKUM
PERBANKAN

2. Azas Kepercayaan
(Fiduciary Principle)
Hubungan Kepercayaan
antara Bank dan
Nasabah, Yang menjaga
kesehatan Bank

Pasal 2 UU Perbankan

Azas-azas
hukum
perbankan

1. Azas-azas Demokrasi
Ekonomi
(Prinsip kehati-hatian
vang terkandung dalam
Demokrasi ekonomi
berdasarkan pancasila

dan UUD 1945)

(Prudential
Principle)

4. Azas Kehati-hatian

Melindungi dana
masyarakat yang
dipercayakan pada

3. Azas Kerahasian
Bank (confidental
principle)
(Mengharuskan atau
mewajibkan bank
merahasiahkan
keuangan nasabah
vang menurut
kelajiman perbankan)
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HUBUNGAN MASYARAKAT
DAN BANK

devisa
Migas, fiskal,

4. Bunga
1. Tabungan

3. Bunga ——

F s

SBl (sertifikat

Bank indonesia) keterangan : Hubungan Hukum
- Pasal 1338 B.w

- azas kepercayaan

- azas kerahasian

Pinjaman Luar Negeri
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Bank adalah lembaga keuangan
yang usaha pokoknya adalah :

Memberikan kredit
dan jasa-jasa dalam lalu lintas
huruf a/ P pembayaran

1967 '_ Dan peredaran uang

Fungsi Bank “Financial
intermediary” usaha utama
menghimpun dana masyarak

Berupa kredit, dan bentuk lainnya at serta memberikan jasa-

dalam rangka meningkatkan taraf hidup jasa lainya dalam laulintas

rakyat banyak Ppembayaran.

Bank sebagai badan usaha :
- Menghimpun dana dari masyarakat
berupa simpanan
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Lembaga keuangan menjadi
badan usaha

Dimaksudkan agar para pelaku bank lebih profesional
dalam mengelola dana dari masyarakat

1. Fungsi utama perbankan 2. Perbankan Indonesia bertujuan
Indonesia adalah sebagai menunjang pelaksanaan pemba
penghimpun dana ngunan nasional dalam rangka
dari masyarakat meningkatkan pemerataan, per

tumbuhan ekonomi, dan stabilitas
nasional kearah peningkatan
kesejahteraan rakyat banyak

—
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LEMBAGA KEUANGAN
BUKAN BANK

Pasal 57 UU
No.7/1992 UU
Perbankan

S
’
=
=
=
=

Persyarétan permodalan =

“Lembaga keuangan bukan Bank yang telah
memilikil izin wusaha dari menteri pada saat
undang-undang ini mulai berlaku, dapat
menyesuaikan kegiatan usahanya sebagai Bank
berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang,
selambat-lambatnya dalam jangka waktu satu
tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang ini”.

a. LKBEB menyesuaikan menjadi Bank umum devisa modal disetornya
minimal disetor Rp. 50.000.000.000.00.

b. Menjadi Bank umum bukan devisa cukup memenuhi modal disetor
minimal sebesar Rp. 10.000.000.000.00
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LEMBAGA KEUANGAN BANK

Pedagang dana (money Lender), yaitu wahana

- dapat menghimpun dan menyalurkan dana
masyarakat secara efektif dan efesien.

- Bank tempat penitipan dan
penyimpanan uang.

- fungsinya penyalur dana, kredit,
membelikan surat berharga.

: Lembaga yvyang melancarkan transaksi
'.—;.)‘ perdagaan dan pembayaran uang.

Bank sebagai penghubung nasabah
/masabah lain dalam transaksi.
@ Segi Fungsinya

“2 segi Kepemilikanya (milik negara, swasta negeri/asing,
pemerintah daerah, koprasi)

0_4 segi Penciptaan Uang giral

—
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FUNGSI SERTA TUJUAN BANK

a. Bank Sentral (central Bank)
<> Bankers (Bank pimpinan)
O Penguasa moneter dan mendorong
O Mengarahkan semua jenis Bank

b. Bank Umum (commercial Bank)

< > Bank baik milik negara,swasta, koprasi

e pengumpulan dana menerima simpanan, bentuk giro,
deposito, tabungan, kredit jangka pendek.
keuntungan dari selisih Bunga.

c. Bank Tabungan (saving Bank)
O Bank baik milik negara, swasta, koprasi
< O menerima simpanan dalam bentuk tabungan

O usahanya memperbungakan dana dalam keretas
berharga

d. Bank pembangunan (deviopment Bank)
O Bank milik negara,swasta,koprasi
< O simpanan deposito dan surat berharga
<> usaha kredit jangka menengah/panjang

—
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EE j
JENIS BANK DI INDONESIA
. Bank umum/UU No. 10/1998 /\
@& Bank Perkeriditan Rakyat /
Q Pasal 1 angka 3 dan 4

Bank umum adalah Bank Bank Prekreditan Rakyat
vang melaksanakan usaha adalah bank yang melaksa-
secara konvensional dan/atau nakan kegiatan usaha secara
berdasarkan prinsip syariah konvensional dan/atau ber-
yvang dalam kegiatannya dasarkan prinsip syariah
memberikan jasa dalam Ialu vang dalam kegiatanya tidak
lintas pembayaran memberikan jasa dalam lalu

lintas pembayaran.
Kepemilikanya : Negara
swasta asing, swasta nasional kepemilikannyya :Pemerintah
pemilikan campuran, koprasi. daerah., swasta, Koprasi.

mengumpulkan dana yang sementara
menganggur untuk dipinjamkan pada
pihak lain untuk membeli surat berharga @ Menciptakan kredit (created NMoney
Memperudah Ialu lintas pembayaran uang deposit)

—

menjamin keamanan uang masyarakat
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BANK SENTRAL

Bank sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk
mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara merumus-
kan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga ke-
Ilancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbangkan
serta menjalankan fungsi sebagai lender of last resort. Bank yang ber-
fungsi dan menjalankan kewenangan sebagai bank sentral indonesia

Bank
Sentral

pasal 23 UUD 1945
Bank Indonesia yang akan mengeluarkan dan mengatur per-
edaran uang keretas.

Ayat (3) Bank indonesia agar dapat menjaga uang se-
bagai alat penukar tetap harganya jangan naik turun
karena keadaan uang yang tidak teratur

UU No.23/1999 Tentang Bank Indonesia

pasal 7 “tujuan Bank indonesia adalah mencapai dan memelihara
kestabilan nilai rupiah”

berkedudukan di ibu kota jakarta

mendukung pembangunan ekonomi/meningkatan kesejahteraan
rakyat

bentuk kebijakan rmonetar berkelanjutan, konsisten, transparan,
mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah bidang ekonomi.

—
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PENDIRIAN BANK
uMuUM

PP No.70 tahun 1992 Tentang Bank umum, Izin usaha Bank dikeluarkan oleh
menteri keuangan setelah mendapat pertimbangan Dari Bank Indonesia.

Pasal 16 ayat (1) UU No.10 Tahun 1998, memperoleh izin usaha dari
pimpinan Bank Indonesia

Izin usaha

(izin Pihak yang melakukan pendirian, pasal 22 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998,
pendirian) ‘A SFRELES ¥
Warga negara Indonesia dan/atau Badan Hukum indonesia

‘ Warga negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia dengan warga
negara asing dan/atau Badan Hukum asing secara kemitraan.

¥

Persyaratan Izin usaha Persetujuan prinsip Pasal 6 ayat (1) Lampiran persyaratan Pasal 9 PBI No.
Pasal 16 ayat (2) UU No.10 tahun 1998 Peraturan Bank Indonesia No. 2/27T/PBI2000 Tentang Bank umum
2/2TPBV2000
1. Susunan Organisasi dan kepengurusan 1. Rancangan akta pendirian 1. Akta pendirian Badan Hukum
2. Permodalan 2. Data kepemilikan 2. Daftar susunan dewan komisiaris/direksi
3. Kepemilikan 3. Daftar anggota komisiaris/direksi 3. Bukti pelunasan modal disetor minimum
4. Keahlian di bidang perbankan a. Susunan dan stuktur organisasi 4. Bukti persiapan oprasional
S. Kelayakan rencana kerja S. Rencana kerja (Busnis Plan) S. Swurat permyataan dari pemegang saham
6. Rencana strategis jangka menangag dan 6. Surat pemyataan tidak rangkapjabatan
panjang (Corporate plan) melebihi ketentuan bagi komisiaris
7. Pedoman manajemen resiko, rencana 7. Surat tidak rangkap jabatan bagi anggota
sistem pengendalian intern, rencana direksi
sistem teknologi infornasi yang 8. Surat permyataan dari anggota komisiaris
digunakan, dan sekala kewenangan bahwa yang bersangkutan tidak ada
8. Sistem prosedur kerja hubungan keluarga.
9. Bukti setoran modal sekurang-kurangnya 9. Surat permyataan dari anggota direksi
39% dari modal disetor minium bahwa yang bersangkutan tidak ada
10. Surat pemvataan dari pemaogang saham hubungan keluarga.

—
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MODAL BANK

modal merupakan salah satu faktor terpenting bagi Bank
dalam rangka pengembangan usaha dan menampung resiko

kerugian. N

Sumber Dana Bank

1. Dana Masyarakat Luas

2. Dana bersumber dari Bank
sendiri

3. Dana yang bersumber dari

Lembaga keuangan lainnya

Pasal 2 Surat Keputusan direksi Bank Indonesia No. 26/20/KEP/DIR
Tentang kewajiban penyediaan Modal Minimum Bank =

. Modal Bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia terdiri
atas modal inti dan modal pelengkap

Modal Bagi Bank Kantor Cabang dari suatu Bank yang
berkedudukan diluar negeri terdiri dari atas dana bersih kantor
pusat dan kantor-kantor cabangnya diluar Indonesia.

Modal Inti Tanggal 2010/s.d. 1 januari 2011 Rp.100.000.000.000.00.--

Pasal 4 ayat (1) s.d ayat (4) Peraturan Bank Indonesia NO.3/21/PBV/2001,
modal inti terdiri atas :

1. Modal disetor

2. cadangan tambahan modal {(disciosed reserve)
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BANK INDONESIA SEBAGAI
LEMBAGA NEGARA

wewenangnya ;

“:ﬁ . mengelola kekayaan sendiri terlepas dari APEN
£ ‘3}"&9 . menetapkan peraturan dan mengenakan sanksi
hl dalam batas kewenangaannya
T T (e @& 'embaga independen yang tugasnya diluar

pemerintahan

pelarangan campur tangan,sanksi :

1. bagi pihak yang melakukan campur tangan diancam dengan pidana penjara
sekurang-kurangnya dua tahun dan maksimal lima tahun serta denda seku-
rang-kurangnya Rp. 2.000.000.000.00 dan maksimal 5.000.000.000.00

2. sedangkan bagi pihak Bank indonesia (anggota dewan Gubernur dan atau
pejabat Bank Indonesia) yang tidak menolak dan atau mengabaikan campur

tangan maka diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya dua
tahun dan maksimal lima tahun serta denda sekurang-kurangnya

Rp. 2.000.000.000.00. dan maksimal 5.000.000.000.00

Harapan :
1. ancaman sanksi berat 4. integritas moral yang tinggi
2. Bl lembaga yang berwibawa S. taat hukum

3. mengedepankan kepentinagan negara

—
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LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
—— Sesssesssesessd

Lembaga berbadan hukum yang menyelenggarakan
kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan
melalui, skim asuransi, dana penyangga '

R —
UU No. 10 Tahun 1998/Asuransi deposito

s

America tahun 1933, dikenal Federal deposit

insurance corporation (FDIC) :

1. Lembaga penjamin penyimpanan dana (devosit
incurance) sistem perbankan didunia,

2. Menstabilkan sistem perbankan yang
mengalami depresi ekonomi pada tahun 1930

3. Perbankan internasional dikenal World deposit
inscurnce Corporation (WDIC)

—hessammms—r

Indonesia tahun 1973 Peraturan pemerintah No.

34 tahun 1973 tentang jaminan simpanan pada

Bank, Iatarbelakang :

1. Meningkatkan minat masyarakat berhubungan
dengan lembaga perbankan,

2. Memperiuas Ialu lintas pembayaran giral

3. Meningkatkan kepercayaan kepercayaan ma-
syarakat terhadap lembaga perbankan.

—

st sy

Peraturan Pemerintah mengenai

Deposito =

1. Semua Bank kecuali Bank asing diwajibkan
menjamin simpanan uang pihak ketiga, baik
vang berupa giro, devosito, maupun tabungan

2. Penyelenggaraan jaminan, yvaitu Bank
Indonesia, dengan tugas menjamin simpanan
uang pihak ketiga yang terdaftar pada Bank
terjamin atas nama perorangan, perkumpulan,
dan badan-badan lainnya, kecuali simpanan
giro, deposito, dan tabungan milik pemerintah
dan Bank, memungut premi jaminan, dan
bertindak sebagai pPengampu dan atau

likuidator. —

- Jumiah jaminan max 1000.000

- Premi jaminan sebesar S Per mil/'tahun

- Pasal 31 ayat (1) UU No. 14 /1967 Tentang
pokok-pokok Perbankan, Pelaksana deposito
adalah Bank Indonesia.

Asuransi
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KEDUDUKAN LEMBAGA
PENJAMIN KEUANGAN

L T—

Kedudukan sebagai lembaga
Penjamin simpanan

- - Moungsumest

1.
4. Menjamin simpanan nasabah >
penyimpanan i
2. Memelihara stabilitas sistem perbankan
sesuai dengan kewenanganya
3s

——wleanames

Merumuskan dan menetapkan dalam
rangka turut serta dalam memelihara
stabilitas sistem perbankan
Merumuskan dan menetapkan,
melaksanakan kebijakan penyelesaian
Bank gagal (Bank Resolution) yang tidak
berdampak sistemik

Melaksanakan penanganan Bank gagal
yvang bersifat sistemik.
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MAKSUD DAN TUJUAN PENJAMIN

KEWAJIBEAN BANK

1. Penjaminan simpanan
masyarakat pada Bank

2. Penjaminan kewajiban Bank
lainnya di luar simpanan

3. Pemupukan keuntungan untuk
meningkatkan nilai perusahan

4. Usaha-usaha lain untuk
menunjang kegiatan dalam
rangka penjaminan

Persero (perusahan
Persero)

tgl. 22 April 1998

Pasal 37B UU No. 10 tahun 1998,

mengatur =

1. Setiap Bank wajib menjamin
dana masyarakat yang disimpan
pada Bank yang bersangkutan

2. Pembentukan Lembaga
Simpananan

3. Mekanisme penjaminan dana
masyarakat dan
kelembagaannya akan diatur
lebih lanjut dalam peraturan
pemerintah L —
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PENYELESAIAN DAN PENANGANAN
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Bank
gagal
1. Pengambilalihan dan menjalankan segala

hak dan wewenang pemegang saham
termasuk wewenang RUPS

2. Menguasai dan mengelola aset dan
kewajiban Bank gagal yang diselamatkan

3. Meninjau ulang

4. Membatalkan

5. Mengakhiri

6. Dan/atau mengubah setiap kontrak yang
mengikat Bank gagal yang diselamatkan
dengan pihak ketiga yang merugikan Bank

7. menjual dan/atau mengalihkan aset Bank
tanpa persetujuan debitur dan/atau
kewajiban Bank tanpa persetujuan
kreditur.

Penyelesaian/
penanganan

Kewenangan

Fungsinya :

s reme“ham 1. Memaksimalkan Menuntut penggantian kerugian
epercayaan
masyarakat pengemb.alia!'l (recovery) bagi pihak yang dirugikan yang
2. Meminimumkan dana penjaminan tidak melebihi nilai manfaat yang
:3"‘0 Anggaran = 2. Pengelolaan dan diperoleh dari kontrak dimaksud
egara = va setelah terliebih dahulu
5= TEsie yeg p?ngurusan AR e membuktikan secara nyata dan
menimbulkan diputuskan untuk y

oral hazrad diselamitakan jelas kerugian yang dialaminya
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PENGERTIAN RAHASIA BANK

UU Perbankan 1992

Ketentuan rahasia Bank :

1. UU No. 23 Prp.-. Tahun 1960
tentang rahasia Bank

2. Pasal 36 UU No 14 tahun
1967 Tentang pokok-pokok
Perbankan

3. Pasal 10 UU No. 10 tahun
1998 tentang perbankan

Segala sesuatu yang berhu-
Bungan dengan keadaan ke-
Uangan dan hal-hal lain dari
Nasabah Bank yang menurut
Kelajiman dalam dunia perbank
An Wajib dirahasiahkan.

%

Lo LR e i

“INDONESIA harus BEBAS SEBI No. 2/337 UUPBEB/PbB tanggal 11 september 1969

perihal penafsiran Rahasia Bank :

1. keadaan keuangan nasabah yang tercatat padanya adalah keadaan mengenai
keuangan yang tercatat pada Bank yang meliputi segala simpanannya yang
tercantum dalam semua pos-pos pasiva dan segala pos-pos aktiva yang meru
pakan pemberian kredit dalam pelbagai macam bentuk kepada yang bersang-
kutan.

2. hal-hal Iain yang harus dirahasiahkan oleh Bank menurut kelaziman dalam dunia
perbankan adalah keterangan tentang orang dan Badan yang diketahui oleh
Bank karena kegiatan usahanya sebagai dimaksud dalam pasal 23 UU No. 14
Tahun 1967 (sekarang Pasai 6 UU Perbankan 1998)

Pengertian
Rahasia

dari Korupsi”

)

A
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PEMBUKAAN

BANK

A Perpajakan

B. Penyelesaian piutang vang
ditangani oleh badan urusan
piutang dan lelang
negara/panitia urusan negara
(BUPLN/PUPN)

C. Peradilan baik untuk perkara

pidana atau perdata
kepentingan dan kelancaran
dan keamanan kegiatan usaha
Bank termasuk didalamnya
permintaan pembukaan rahasia
berdasarkan kuasa dari
nasabah Penyimpanaan itu
sendiri atau permintaan ahli
waris yang sah

Mekanisme dan prosedur

permintaan pembukaan rahasia

BANK

KERAHASIAN

UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 40 ayat 1

“Bank wajib merahasiahkan keterangan
mengenai nasabah penyimpanan dan
simpanannya , kecuali dalam hal sebagaimana

dimaksud dalam pasal 41, pasal 41a, pasal 42,
pasal 43, pasal 44, dan pasal 44a

a. Pemohon ditujukan kepada pimpinan
BANK Indonesia U.P urusan hukum
Bank Indonesia

b. Atas permintaan ini pimpinan Bank

Indonesia membahasnya dan
kemudian memberikan keputusan
nya apakah memberikan atau
menolaknya

c. Apabila permintaan tersebut tidak
memenuhi persyaratan, dilakukan

pencoclakan, begitu pula sebaliknya,
apabila telah memenuhi persyaratan,
diizinkan pembukaan rahasia Bank
tersebut
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PEMBUKAAN RAHASIA BANK
KEPENTINGAN PERPAJAKAN

Pimpinan Bank Mengeluarkan keterangan mengenai
hndoitasia R = hal-hal yang termasuk dalam rahasia
Perbankan

t Berwenang mengeluarkan perintah tertulis
- kepada Bank agar memberikan keterangan
Atas perm.ntaan # dan memperilihatkan bukti-bukti trttulis
menteri keuangan serta surat-surat mengenai keadaan
keuangan nasabah penyimpanan tertentu

kepada pejabat pajak.

ﬁ

Pasal 35 ayat 1 dan 2 UU No. < > C keperiluannya

| 9 tahun 1994

Bahwa untuk kepentingan peraturan =
perundang-undangan Pajak, pihak pajak Pemer. ksaan dan
dapat langsung meminta keterangan bukti penyidikan perpajakan

dari Bank mengenai keadaan keuangan
nasabahnya sepanjang mengenai pajaknya
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DALANM RANGKA UNTUK
KEPENTINGAN PERADILAN DALAM

PE A&A PIDANA

Pasal 42 UU Perbank
1998 Ayat (1)

"D

Untuk kepentingan
peradilan dalam
perkara pidana.
Pimpinan Bank
Indonesia dapat
memberikan izin
kepada polisi , jaksa
atau hakim untuk

memperoleh
keterangan dari
Bank mengenai
simpanan tersangka
atau terdakwa pada
Bank

\ .

Pasal 42 UU Perbank

1998 Ayat 2

IZzin sebagaimana
dalam ayat (1)
diberikan secara
tertulis atas
permintaan tertulis
dari kepala
kepolisian Republik
Indonesia, Jaksa
Agung, Mahkamah
Agung

=D -

J
—
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1998 Ayat 3

sal 42 UU Perbankan

Permintaan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2)
harus menyebutkan nama
dan jabatan polisi, jaksa
atau hakim, nama
tersangka atau terdakwa,
alasan diperiukannya
keterangan dan hubungan
perkara pidana yang
bersangkutan dengan
keterangan yang
diperiukan
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SANKSI TERHADAP
PELANGGARAN RAHASIA -

BANK ! v
. . Diancam /
. % PELANGGARAN .
Komisiaris, E ‘ Z
direksi, jp— r— M
Pegawai Bank | ﬂ*«m . Penjara 2 Tahun
- " n
dan Pihak l Kewajiban menjaga W
terafiliasi 2 i I ‘

‘ rahasia Bank

- -

Anggota dewan komissaris, direksi, pegawai Bank, atau pihak |
. tarafilliasi Ilainnya yvang dengan sengaja memberikan
keterangan yang wajib dirahasiahkan menurut pasal 40,
diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun
dan paling lama 4 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.
4.000.000.000 (empat Milyar rupiah) dan paling banyak Rp.
8.000.000.000




et v TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Yogyakarta

* Pencucian uang adalah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,
membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk,
menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta

Kekayaan.

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (UU no

 Pasal 3 Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,
membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk,
menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta
Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau
menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang
dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
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Pasal 4 Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi,
peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan
yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan
pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 5 (1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan,
pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan
yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan
kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini.

—
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Pasal 6 (1)

 Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan
Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil
Pengendali Korporasi.

* (2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang: a.
dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi; b. dilakukan dalam rangka
pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi; c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi
pelaku atau pemberi perintah; dan d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi
Korporasi.




Universitas "Aisyiyah
Yogyakarta

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Pasal 38 (1) PPATK berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) Dalam
hal diperlukan, perwakilan PPATK dapat dibuka di daerah.

Pasal 39 PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian
Uang.

Pasal 40 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, PPATK
mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
Pencucian Uang; b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK; c. pengawasan
terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi
Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana
lain
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PENUTUP BELAJAR

s>l Go>3Jl all pow

&Glas G85519 Wob Jblll G,lg *acliil G5;ls &> (831 U, ppll

Ya Allah Tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehinggga kami dapat
mengikutinya,
Dan tunjukkanlah kepada kami keburukan sehingga kami dapat menjauhinya.
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